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Menimbang

Mengingat

:a-

b-

bahra nmcansan kratrrran Dacrah Kahrpah l^aryung
SeJatan htmg Rencana Rmbangunan Induci Kabupat"n
Tahun Xnl-XA|, rclah dbraluasi scnrai hbran Pasaf f f ayat
(+l UndanS Undeg fnmr 3 Ttrhun 2Of4 rpqtang kindustrian
dan Pasal 14 kratrrran frenEi Dalam N.AEri Nmtr ll3 Tlfiun
2018 tentang Errafuad nancmgan katrran Daerah tang
Rencana mUngunan Induffi Daerah Provirun dan Rencana
hbangunan Indusi Daerah Kahpah/Kota;
bahsa berdasartran pcrtimbangEn sebaAEimana dirnekqrd rda.
hunrf a tcrehrt di atas, penu menetaflon Kepuhrsan Gubernur
taryung tentang Etaluasi nancangan krafrrran Daerah
Kabupa.ten l^aryung Sdatan Fntang Rencana rcmUngunan
Indu*i KahrpaGn Tahun 2U2l-2Ml;

:1- Undang-Undmg Norns 14 Tahun l!54 ftntang kmbentukan
Oaerah Tngkat I I arrrlsrng

2. Undang-Undmg Nomor Nomm 3 Tahun 2Ol4 t€nhng
krindustdan;

3- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Of4 t€ntang Fem€rintahan
Daerah sebagaimana teLah diubah beberapa krti terakhir dengan
Undang UndangNmor 11Tabun 2(DO;

4. Fexaturan kmerintah Nomor 14 Tirhun 2Of5 tEntang Rencana
Induk kmbangunan Industri Nasional Tahun 2Ol5 - 2Gl5;

5- Feraturan herintah Nomor 12 Tahun 2OlT trnrtang ftrnbinaan
dan Fengawasan Fenyelengaraan Rmerintahan Daerah;

6. Feratuian krintah Nomor a3 Tahun 20lg tentang Tlrgas rtan
Werelang Gubernur Sebagai Wakil Rmerintah hrsa!

7. kratumn Menteri Ferindustuian Nomor f fOlM_IND/pERll2|2(ls
tentang kdoman Rnyu*man Rencana hbanguna; frraurni
Provinsi dan Rencana Fembangunan Industri t<aUufrtenTfota:

8- Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2O1S tentangFembentukan produk Hukum Daerah sebagaimana tetah diubaf,dengan Peratuan Menteri Dalam Neseri Nomor 12o rahun 2org;9. Fenaturan Menteri Dalam Negeri Nomor ll3 Tahun 2olg terrtano
Pr"l."d Rancangan pe,aturao Daerah,."a"";-"##;
Fembangunan Industri Daerah prrovinsi darr- R;;Fembangunan Industri Daerah l(abupa.ten/Kota;



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentatg
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

XETIGA

XTEMPAT

KELIMA

1.

2.

3.

Surat Kepala Dinas Perindustrian Frovinsi I-a.mpung Nomor
O5O/3OIlV.26/Vllll20l9 Tanggal 8 Agustus 2019 hal Berita
Acara Evaluasi Dokumen RPIK l,ampung Selatan.
Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
L^ampung Nomor O5OIO861V.2611112020 Tanggal 10 Februari
2O2O l:,'al Rekomendasi Hasil Evaluasi Dokumen RPIK l,ampung
Selatan.
Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Lampung Nomor OO5/ l3O/V.2613.311/2022 Tanggal 20
Januari 2022 }ral Hasil Evaluasi Raperda RPIK Kabupaten
Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN

: KEPTIIUSAN GI,BERI{T,R TENTANG EI/ALUASI RANCAI|GAIT
PERATURAIT DAERAII I(ABT'PATEI| I"AMPT'I{G SELATAN TTITTANG
REI|CAI{A PEMBAI|GT'I{AIT IIIDUSTRI I(ABI'PATEI{ TAIIT,II 2021.
2o,4L.

: Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Selatan tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun
2O2l-2O41 sebagaimana tercantum pada la.mpiran Keputusan ini
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Bupati Lampung Selatan bersama DPRD Kabupaten La.mpung Selatan
segera melalukan penyempurnazrn dan penyesuaian Rancangan
Peraturan Daerah berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
Diktum Kesatu.

: Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah telah disempumakan sesuai
hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dapat ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah setelah mendapatkan Nomor Register Rancangan
Peraturan Daerah dari Gubernur.

: Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga
selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur
I^ampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekelirr]an
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal I_ q: :__

GUBERI{UR LAMPUIYG,

TeEbusarl:
l. Menteri Dala& Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perindustrian RI di Jakarta;3. Pimpinan DPRD Kabupaten LampunS Selatan di Kalianda.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMoR : G / 27 4 /8.O3 IHK/ 2022
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
TAHUN 2021-2041

HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KAI}UPATEN TAHUN 2O2I-2O4I

1. Judul diubah menjadi :

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2022-2042

Periodesasi tahun perencanaan agar disesuaikan dengan saat mulai berlakunya
peraturan daerah sesuai ketentuan angka 150 Lampiran II Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, apabila
ditetapkan Tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian dimensi waktu perencanaan
rancangan peraturan daerah baik muatan peraturan daerah maupun materi
teknis. Hal ini te{adi dikarenakan lamanya tidak lanjut yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terhadap rekomendasi yang disampaikan
oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

2. Konsideran mengingat :

a. Angka 2, angka 3, angka 5, angka 9 dihapus.
b. Angka 7 diubah menjadi:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Tambahkan :

1) Peraturan Pemerintah Nomor 2g rahun 2o2l tentang penyelenggaraan
Bidang Perindustrian;

2) Peraturan Menteri perindustrian Nomor 1lo/M-lND/pERl12 /2ols tentang
Pedoman penyusunan Rencana pembangunan Industri provinsi dan
Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota:

3) Peraturan Daerah provinsi r,ampung Nomor I Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang wilayah pro'rinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun2029 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah provinsi
l^ampung Nomor 12 Tahun 2Ol9;

4) Peraturan Daerah Kabupaten la.mpung seratan tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

3. Diktum menetapkan disesuaikan dengan koreksi padajudul.



4. BatangTubuh:
a. Pasal I

1) Angka I sampai dengan angka 6 diubah menjadi :

a) Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

b) Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelen ggara Pemerintahan Daerah.

c) Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

b. Pasal 6 diubah menjadi

Pasal 6

(l) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2\ RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika

sebagai berikut:
BABI : PENDAHULUAN
BABII : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN

INDUSTRI
BAB III : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

INDUSTRI
BAB IV : STRATEGI DANPROGRAM PEMBANGUNANINDUSTRI
BAB V : PENUTUP

(3) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tercantum dalam lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah
ini.

5. Pengundangan darr penetapan, nama lengkap pejabat yang menandatangani
ditulis tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai sesuai ketentuan
angka 164 l,ampiran II undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pemebntukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor l5 Tahun 2019.

6. Dokumen RPIK yang diamanatkan dalam pasal 6 ayat (3) rancangan peraturan
daerah, agar dilampirkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan format acuan sesuai Lampiran Peraturan Menteri perindustrian Nomor
1 I 0/ M-IND/PER / 12 / 2ol s tentang pedoman penyusunan Rencana pembangunan
Industri Provinsi dan Rencana pembangunan Industri Kabupaten/Kota:

7' Dengan adanya perubahan periodesasi rancangurn peraturan daerah berkenaan
dengan masa berlaku Rencana pembangunan Industri Kabupaten, maka dokumen
pendukung agar disesuaikan.

GUBERNUR LAMPUIYG,
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